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Sejak zaman purba, manusia yang hidup bermasyarakat
dalam kelompok-kelompok, suku, dan kemudian masyarakat
tersebut bersepakat membentuk negara (bernegara), manusia
selalu membutuhkan kesejahteraan dan keamanan dalam arti
luas. Kebutuhan kesejahteraan juga mencakup kebutuhan
spiritual seperti keadilan dan harga diri. Sedangkan kebu-
tuhan keamanan antara lain meliputi ketenteraman, keter-
tiban, perlindungan terhadap bahaya/ancaman baik yang
berasal dari alam maupn manusia.

Fungsi penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan
dalam masyarakat pada mulanya berada pada pemimpin
masyarakat, seperti kepala suku, atau pada raja dan para
bangsawan dalam negara yang berbentuk kerajaan. Dalam
hal ini juga terjadi di Indonesia, Sultan Agung dari Mataram
bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, Senopati Ing
Alogo, Sayidin Panotogomo, Khalifatulah Ing Tanah
Jawa, yang berarti Sultan Agung adalah penguasa peme-
rintahan (raja), juga Panglima Angkatan Perang serta =
Pemimpin Agama.

Dalam perkembangan selanjut-
nya kedua fungsi ini sesuai tun-
tutan zaman yang menghendaki
profesionalisme yang makin ting-
gi diselenggarakan oleh lembaga
yang terpisah. Penyelenggaraan
kesejahteraan menjadi tanggung

*) Mayjen TNI (Purn.) H. Budisantoso S., S.E.,
adalah Tenaga Ahli Kehormatan Lemhannas,
Ka Pokja Tannas Lemhannas, Ka Pokja Ad-
hoc Bin Magister Tannas.

jawab utama pemerintahan sip-
il, sedangkan penyelenggaraan
keamanan oleh tentara (militer).
Dalam hal ini polisi adalah apa-
rat penegak hukum yang bertu-
gas mendukung kewibawaan
pemerintah.

Negara Republik Indonesia
yang lahir melalui revolusi ber-
senjata, memiliki kekhasan ten-
tang peran TNI dan Polri. TNI
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lahir dari rakyat, berjuang ber-
sama rakyat, untuk membela
rakyat, kemudian baru diresmi-
kan oleh Pemerintah. Polri tidak
sekedar alat kekuasaan pemerin-
tah, tetapi juga turut berjuang
bersama TNI dan rakyat mela-
wan penjajah Jepang, Inggris,
dan Belanda.

Pada tahun 1946 Polri (wak-
tu itu dinamakan Kepolisian
Negara) telah dikembalikan
fungsinya sebagai alat penegak
hukum, terpisah dari TNI (Ang-
katan Perang). Namun akibat
pemberontakan G 30S/PKl pada
tahun 1965, pada waktu itu TNI
dan Polri sempat disusupi oleh
PKI dan diadudomba, maka
pimpinan Hankam merasa per-
lu untuk mengintegrasikan TNI
dan Pélri ke dalam ABRI. Peng-
integrasian ini mengakibatkan
TNI dan Polri kompak dan utuh
dalam mewujudkan ketahanan
nasional, sedangkan kerugian-
nya fungsi Polri sedikit demi sedi-
kit larut dalam tugas TNI (Ang-
katan Perang).

Dari pengalaman perjuangan
bangsa sejak awal kelahirannya
inilah, ABRI (TNI dan Polri) me-
miliki peran ganda (Dwifungsi)
yaitu sebagai kekuatan pertahan-
an keamanan dan kekuatan

sosial politik dalam rangka

mewujudkan Ketahanan Na-
sional, yang pada dasarnya un-
tuk mencapai kesejahteraan dan
keamanan bangsa secara serasi.
Akibat berbagai penyimpan-
gan dari pelaksanaan Dwifung-
si ABRI pada masa lalu, pada era
reformasi ini timbul tuntutan dan
hujatan terhadap ABRI, antara
lain: cabut Dwifungsi ABRI, TNI
kembali ke barak, dan bahkan-
ada tuntutan untuk membubar-
kan ABRI. Tuntutan dan hujatan
terhadap ABRI tersebut, terkesan
sangat emosional. Oleh karena
itu pada era reformasi ini perlu
dikaji secara mendalam bagaim-
ana hubungan sipil-militer yang
harmonis dan sinergik dalam
Negara Kesatuan RI (NKRI)
dalam rangka mencapai kese-
jahteraan dan keamanan bang-
sa dan negara dalam arti luas.

Tujuan Historis Hubungan
Sipil - Militer

Sejarah dunia dan sejarah
nasional membuktikan, bahwa
hubungan sipil - militer yang
erat, harmonis dan sinergik, akan
memberikan kontribusi yang sa-
ngat berarti bagi kejayaan nega-
ra dan bangsa. Pemerintahan
sipil memerlukan tentara (mi-

liter) untuk melindungi wilayah

dan rakyat negara, serta men-
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jamin kepentingan nasional.
Sebaliknya militer memerlukan
dukungan dari pemerintah, se-
perti alokasi anggaran yang dibu-
tuhkan untuk membangun
kekuatan angkatan perang guna
mengatasi ancaman yang
diperkirakan akan timbul.
Masalahnya keamanan tidak
dapat sepenuhnya diserahkan
kepada para jenderal (pemimpin
militer) saja. Sebaliknya masalah
kesejahteraan juga tidak hanya
urusan pemerintahan sipil bela-
ka, namun perlu dimintakan per-
timbangan dari para pemimpin
militer, agar tidak timbul dampak
negatif bagi kondisi keamanan.
Oleh karena itu dalam penentu-
an kebijaksanaan dan strategi
nasional yang penting dan men-
dasar seyogyanya diputuskan
bersama antara pemerintahan
sipil dan pemimpin militer.
Dalam sejarah perjuangan bang-
sa, hubungan sipil-militer yang
harmonis dan sinergik dapat
diamati pada hubungan Pre-
siden Soekarno dengan Panglima
Besar Jenderal Soedirman dalam
rangka pengambilan keputusan
menghadapi Belanda pada Pe-
rang KemerdekaanIdanIlL Bung
Karno selalu minta pendapat
dari Panglima Besar Jenderal Soe-
dirman untuk berunding dengan

Belanda dan menerima atau me-
nolak hasil dari perundingan
tersebut. Demikian juga terdapat
hubungan sinergik antara per-
juangan bersenjata yang dilaku-
kan oleh TNI bersama rakyat,
dengan perjuangan di bidang
diplomasi oleh para diplomat
Indonesia di luar negeri.
Dikotomi dalam hubungan
sipil-militer akan menumbuhkan
saling curiga yang sangat me-
rugikan bagi pencapaian kese-
jahteraan dan keamanan bang- |
sa dan negara dalam rangka
mewujudkan cita-cita dan tu-
juan nasional. Di samping ter-
jadinya dikotomi, dominasi dari
salah satu komponen, sipil atau
militer juga dapat mengakibat-
kan tidak/kurang harmonis dan
sinergik dalam hubungan sipil-
militer. Hubungan sipil-militer di
Indonesia yang kurang harmo-
nis dan sinergik dapat diamati
pada masa Orla, Orba dan pada
awal era reformasi ini. Pada masa
demokrasi parlementer pada
tahun 1950-an terjadi dominasi
sipil (civilian supremacy) ter-
hadap militer, mengakibatkan
berbagai konflik antara militer
dengan pemerintahan sipil, yang
antara lain menimbulkan peris-
tiwa Oktober 1952. Pada waktu
itu militer berupaya memaksa
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Presiden Soekarno untuk mem-
bubarkan parlemen (DPR) yang
dianggap terlalu campur tangan
dalam urusan intern TNI pada
pelaksanaan operasi militer
menghadapi pemberontakan
DI/TII. Kemudian pada masa
demokrasi terpimpin, militer
mulai dilibatkan dalam pemerin-
tahan, di DPR Gotong Royong,
dan MPR. Pada pasca G30S/PKI
kebijaksanaan pemerintahan
Orba menempatkan personil mi-
liter di berbagai BUMN untuk
mengisi kekosongan jabatan se-
lama 32 tahun menimbulkan ek-
ses, antara lain terjadinya domi-
nasi militer terhadap sipil. Hal ini
mengakibatkan rasa ketidakber-
dayaan dan ketidakpuasan di
kalangan sipil.

Seperti yang telah diuraikan
pada pendahuluan tulisan ini,
pada awal era reformasi ini ter-
jadi hujatan dan tuntutan ter-
hadap ABRI/TNI secara emosi-
onal, akibat ketidakpuasan yang
dipendam, tanpa mempertim-
bangkan hasil-hasil positif yang
telah dicapai oleh ABRI/TNI se-
lama ini dalam mempertahankan
integrasi nasional, menegakkan
kedaulatan negara, dan partisi-
pasinya dalam pembangunan
nasional.

Dalam era reformasi menuju
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Indonesia Baru saatini, diperlu-
kan kepala dingin baik dari ka-
langan sipil maupun militer un-
tuk bersama-sama membangun
keserasian hubungan antara sipil
dan militer dalam kerangka
sistem politik yang demokratis
dalam wadah NKRI, yang ber-
dasarkan Pancasila.

Anatomi Hubungan Sipil-Mi-
liter

Dalam batasan yang longgar,
hubungan sipil-militer diartikan
sebagai interaksi dan hubungan
timbal balik antara Angkatan
Perang dengan berbagai seg-
men/komponen dalam masya-
rakat di mana militer tersebut
berfungsi. Menurut Dr. Eliot A
Cohen, ada tiga tingkat hubung-
an sipil-militer. Pertama, hubung-
an militer dengan masyarakat
secara keseluruhan. Keuda, hu-
bungan lembaga militer dengan
lembaga yang lain, baik lemba-
ga pemerintahan maupun swas-
ta. Ketiga, hubungan antara per-
wira militer senior dengan poli-
tisi dan negarawan.

Ketiga tingkat hubungan ter-
sebut ada dan pernah eksis di
Indonesia. Keserasian dan inter-
aksi antara sipil-militer sangat
dipengaruhi oleh kultur/budaya
bangsa dan tuntutan perkem-
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bangan zaman serta hakikat an-
caman yang dihadapi oleh bang-
sa dan negara. Dalam ketiga
tingkat hubungan sipil - militer,
peran sipil pada supra dan in-
frastruktur politik, sedangkan
peran militer menyelenggarakan
tugas operasi militer, membantu
Polri dalam rangka penegakan
hukum, melaksanakan pembi-
naan teritorial dalam rangka
Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (Sishankamra-
ta), dan turut serta memper-
kokoh Ketahanan Nasional.

Pada beberapa teori yang da-
pat digunakan untuk menentu-
kan format hubungan sipil-mi-
liter yang diharapkan dalam
NKRIL

1. Teori Huntington

Teori pertama adalah subjec-
tive civilian control yaitu militer se-
bagai alat penguasa. Teori kedua
adalah objective civilian control
yaitu mengakui adanya profesi
militer seperti halnya profesi
dokter, insinyur dan lain seba-
gainya.

2. Teori Stepan
Military is the new profesiona-
lism of internal secutiry and natio-

nal development. Teori ini banyak
dianut oleh negara-negara ber-

kembang yang merdeka setelah
Perang Dunia II.

3. Teori Clansewits & Cle-
menceau

Perang adalah urusan strate-
gi (militer) dan politik (sipil). Para
politisi sipil dalam menentukan
tujuan perang harus mengetahui
benar kemampuan militer. Seba-
liknya damai bukanlah urusan
politisi belaka.

Dari beberapa teori yang di-
uraikan di atas formathubungan
sipil-militer di Indonesia pada
masa depan cenderung mengacu
pada teori Huntington yang ked-
ua, dan teori Clausewitz dan
Clemenceau.

Hubungan Sipil-Militer yang
Harmonis dan Sinergik di
Masa Depan

Dari acuan teori dan peng-
alaman sejarah perjuangan bang-
sa sejak awal kemerdekaan sam-
pai saat ini perlu disepakati, di-
pahami dan disadari adanya
rambu-rambu dalam hubungan
sipil-militer di Indonesia adalah
(1) kedua pihak harus mema-
hami peran, dan menghormati
profesi masing-masing dalam
rangka mencapai tujuan nasio-
nal dan cita-cita nasional yang
diamanatkan dalam Pembukaan
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UUD 1945, (2) kedua pihak ha-
rus sepakat untuk menentukan
kepentingan nasional yang harus
dijamin dalam rangka mencapai
tujuan nasional dan cita-cita na-
sional. Kepentingan nasional uta-
ma atau vital (vital interest), yaitu
kepentingan nasional yang me-
nyangkut langsung hidup dan
matinya bangsa dan negara In-
donesia.

Kepentingan nasional utama
Indonesia adalah (a) tetap te-
gaknya NKRI yang berdasarkan
Pancasila, (b) identitas dan inte-
gritas nasional, dan (c) berlang-
sungnya pembangunan nasio-
nal.

Dalam era reformasi ini perlu
pula disepakati kepentingan
major (besar) antara lain (a)
demokratisasi dan hak asasi
manusia (HAM), dengan agen-
da politik Pemilu yang luber dan
jurdil, SUMPR yang berhasil me-
netapkan GBHN, presiden dan
wakil presiden, (b) good gover-
nance, yaitu pemerintah yang
bersih, berwibawa dan berke-
mampuan melanjutkan pem-
bangunan nasional, dan (c) ke-
amanan nasional dalam meng-
atasi ancaman separatisme dan
gerakan yang menjurus ke arah
revolusi sosial.

Langkah awal menuju terwu-
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judnya hubungan sipil-militer
yang harmonis dan sinergik da-
lam NKRI telah dimulai teruta-
ma oleh militer (ABRI). Langkah-
langkah awal yang telah dilaku-
kan oleh ABRI/TNI antara lain
adalah: (1) melaksanakan redefi-
nisi, reposisi dan reaktualisasi
peran ABRI/TNI, (2) pemisahan
Polri dengan TNI, (3) mengu-
rangi jumlah kursi ABRIdi DPR
secara bertahap, dan (4) pengha-
pusan penugasan karyawan
ABRI di lembaga-lembaga non
Dephankam dan TNI/Polri. Pe-
nugasan personil TNI di luar Dep-
hankam dan TNI/Polri harus
sungguh-sungguh berdasarkan
permintaan rakyat/user, dan
harus dipilih personil yang ber-
kualitas, serta dapat diterima di
lingkungan kerjanya. Mereka ini
harus beralih status menjadi si-
pil, (5) TNI bersikap netral ter-
hadap semua partai politik, teta-
pi tetap berorientasi kepada ke-
pentingan nasional dan (6) meng-
adakan kajian-kajian tentang
masalah hubungan sipil-militer
dengan melibatkan para pakar,
baik dari dalam negeri maupun
luar negeri.

Di samping langkah-langkah
awal yang telah dilakukan oleh
ABRI tersebut di atas, telah se-
jak lama diupayakan adanya sa-
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ling pengertian dan keterpadu-
an dalam penyusunan kebijak-
sanaan (policy) dan strategi na-
sional melalui pendidikan di
Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas), khususnya mela-
lui Kursus Reguler dan Kursus
Singkat. Program ABRI Masuk
Desa (AMD) dan berbagai opera-
si bakti ABRIjuga telah dilaksa-
nakan dalam rangka membina
hubungan militer-masyarakat
pedesaan yang harmonis dan si-
nergik.

Di masa mendatang pembi-
naan hubungan sipil-militer
yang harmonis dan sinergik ma-
sih perlu terus ditingkatkan de-
ngan memanfaatkan peluang
yang ada dalam sistem demokra-
si Indonesia, serta mengatasi ber-
bagai kendala yang timbul. Da-
lam era reformasi saat ini ber-
bagai masalah yang perlu diba-
has dalam hubungan sipil-militer
antara lain adalah masalah in-
telijen negara, intelijen TNI, dan
intelijen sektor-sektor, masalah
teritorial, masalah anggaran
yang diperlukan oleh TNI dan
Polri, masalah perumusan kebi-
jaksanaan dan strategi keaman-
an nasional. Masalah-masalah
tersebut harus dibahas dan dipa-
hami bersama untuk menghin-
darkan konflik, saling curiga da-

lam rangka dipahami bersama
untuk menghindarkan konflik,
saling curiga dalam rangka me-
ningkatkan hubungan yang har-
monis dan sinergik demi kepen-
tingan nasional.

Intelijen mengemban fungsi
sebagai mata dan telinga untuk
pengambilan keputusan dalam
rangka keselamatan negara ter-
hadap ancaman yang timbul
atau diperkirakan akan timbul.
Intelijen bukan untuk kepenting-
an penguasa, karena itu perlu
dibahas dan dipahami bersama,
serta dituangkan dalam peratur-
an perundang-undangan se-
bagai landasan hukumnya. De-
mikian pula halnya dengan pem-
binaan teritorial dalam rangka
Sistem Pertahanan Keamanan
RakyatSemesta (Sishankamrata)
perlu dibahas dan dipahami ber-
sama dan perlu diatur landasan
hukumnya.

Pembahasan dan saling pe-
ngertian masalah-masalah terse-
but di atas antara lain dapat di-
laksanakan pada DPR, DPRD
terutama yang menyangkut ma-
salah alokasi anggaran bagi TNI
dan Polri. Juga di sidang kabinet
di mana Panglima TNI hadir
dalam rangka menentukan kebi-
jaksanaan nasional.

Lembaga lainnya yang dapat
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dimanfaatkan sebagai titik temu
hubungan sipil-militer adalah
Sekretariat Jenderal Pertahanan
Keamanan Nasional (Setjen
Wanhankamnas) dalam rangka
menyusun kebijaksanaan dan
strategi keamanan nasional.
Dewan Pertimbangan Agung
(DPA) dalam rangka membuat
pertimbangan/saran kepada
presiden dan lain-lainnya.

Penutup

Pengembangan hubungan
sipil-militer yang harmonis dan
sinergik dalam NKRI pada masa
mendatang menuntut banyak
pemikiran dan upaya semua
warga bangsa baik dari kalang-
an sipil maupun militer. Berba-
gai teori dan sejarah hubungan
sipil-militer dari baik pengalaman
negara-negara lain maupun
pengalaman Indonesia sendiri
dapat digunakan sebagai acuan
untuk pengembangan hubungan
sipil-militer yang harmonis dan
sinergik pada masa mendatang.

Dalam Indonesia Baru yang

lebih demokratis, hak-hak asasi.

manusia dihormati dan dilin-
dungi sebagaimana diamanat-
kan Pancasila dan UUD 1945,
sipil dan militer akan menjadi

dua kekuatan bangsa yang saling
membutuhkan dan saling meng-
hormati. Tidak ada supremasi
dan dominasi pihak sipil mau-
pun militer, perlu kejelasan per-
an, kontribusi dan tanggung
jawab antara sipil dan militer
dalam penyelenggaraan negara
menuju cita-cita dan tujuan na-
sional.

Melalui hubungan sipil-mi-
liter yang harmonis dan sinergik
diharapkan dapat segera diwu-
judkan NKRI yang demokratis
atas dasar Pancasila dan UUD
1945.
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